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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : FRANCIS EDWARD MAKABORY

Jabatan . Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Manokwari, 25 Agustus 2025




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT
No.| Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
7 2 3 4
Nilai Evaluasi atas Akuntanbilitas Kinerja KPU B
Provinsi Papua Barat
Meningkatnya
1 Akutanbilitas Keuangan |Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
dan Kinerja KPU Provinsi KPU Provinsi Papua Barat
Papua Barat — : _
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi 100%
Birokrasi KPU Provinsi Papua Barat °
Meningkatkan kapasitas Persentase kesesuaian kompetensi pegawai .
2 SpM yang berkompeten _terhadap standar kompetensi penugasan 100%
S ——— Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat
3 . y . terhadap pendidikan pemilih kepada 100%
dan pendidikan pemilih
masyarakat umum
Terwuiudnva Data Pemilin Persentase KPU Provinsi Papua Barat
4 judny : yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat 100%
secara berkelanjutan
Waktu
Terlaksananya penetapan |Persentase Rancangan Peraturan KPU
Peraturan KPU sesuai Provinsi Papua Barat yang disusun dan
dengan ketentuan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai
peraturan perundang - dengan Kerangka Regulasi KPU
5 100%
undangan, serta ;
pendokumentasian
informasi hukum, dan
penyuluhannya ;
|
Program Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp 20.952.018.000

Manokwari, 25 Agustus 2025




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
JI. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MICHAEL MOTE
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANCIS EDWARD MAKABORY

Jabatan - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
A KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS IHAN UMUM
7 WUM ppy
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
JI. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAJRA AHMAD

Jabatan . Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan . Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMMi.IHAN KEPALA BAGIAN TEKNIS
‘ UMUM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
JI. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DOMINGGUS KAMBU
Jabatan . Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : MICHAEL MOTE
Jabatan . Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025
PIHAK PERTAMA

KEPALA BAGIAN KEUANGAN,UMUM
AN LOGISTIK

BARAT

DOMINGGUS KAMBU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
JI. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENRY JACKSON

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi,
Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama - MICHAEL MOTE
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA
ILIHAN KEPALA BAGIAN RENDATIN, PARMAS
DAN SDM

PROVI T
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 | Terwujudnya rencana kerja | Persentase revisi yang dilakukan
dan anggaran KPU Provinsi | terhadap rencana kerja yang telah 100%
Papua Barat yang efektif dan | ditetapkan
efisien
2 | Terwujudnya Reformasi | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
Birokrasi di KPU Provinsi | yang ditunjuk sebagai pilot project yang B
Papua Barat mendapat nilai minimal B untuk
penilaian mandiri RB
3 | Tersedianya data, informasi, | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
sarana dan prasarana | yang melaksanakan Pemutakhiran data 100%
teknologi  informasi  serta | pemilih secara berkelanjutan
penerapan egovernment KPU
Persentase Sarana dan Prasarana
Teknologi Informasi untuk Sistem 100%
Informasi yang aman, handal dan lancar
4 | Terlaksananya sistem | Persentase laporan sistem akuntansi
akuntansi dan pelaporan | dan pelaporan keuangan 100%
keuangan
5 | Terselesaikannya Persentase = permasalahan  dalam
permasalahan  pengelolaan | pengelolaan keuangan yang dapat 100%
keuangan diselesaikan
6 | Tersusunnya laporan | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
pertanggungjawaban dalam Menyampaikan Laporan
penggunaan anggaran Pertanggung jawaban Penggunaan 100%
Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat
Waktu dan Valid
7 | Terwujudnya Pengelolaan | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
Barang Milk Negara sesuai | yang Patuh dan Tertib dalam 100%
dengan Peraturan dan | Pengelolaan Barang Milik Negara yang
Perundangan yang berlaku Material
Persentase Laporan Barang Milik
Negara Berdasarkan SAKTI vyang 100%
Datanya Sesuai dengan Data SAKTI
modul aset tetap dan persediaan
8 | Meningkatnya Kualitas Tata | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
Kelola Administrasi | yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai 100%
Persuratan dan Pengelolaan | Aturan Kearsipan ’
Arsip
9 | Terwujudnya Dukungan | Persentase pengadaan sarana dan
Sarana dan Prasarana guna | prasarana untuk mendukung kinerja 100%
Meningkatkan Kelancaran | pegawai yang berfungsi dengan baik ¢
Tugas KPU dan sesuai aturan pengadaan
Persentase fasilitas perkantoran untuk
mendukung kinerja pegawai yang 100%
berfungsi dengan baik
10 | Meningkatkan kualitas | Persentase Layanan Protokol yang
layanan Protokol sesuai prosedur standar pelayanan 100%

yang berlaku




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
11 | Terwujudnya Keamanan dan | Persentase gangguan keamanan dalam
Ketertiban di lingkungan KPU | lingkungan KPU Provinsi Papua Barat 100%
Provinsi Papua Barat yang dapat ditanggulangi
12 | Terlaksananya pengelolaan | Persentase produk hukum yang dikelola
dan pelayanan informasi | dan didokumentasikan sesuai peraturan 100%
hukum perundangundangan
Persentase informasi produk hukum
yang disajikan secara cepat, tepat, dan 100%
akurat sesuai dengan SOP
13 | Terlaksananya layanan | Persentase proses PAW anggota DPR
administrasi PAW tepat waktu | dan DPD dan DPRD Provinsi dapat
dan sesuai aturan diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja 100%
14 | Tersedianya dokumen dan | Persentase laporan evaluasi
laporan evaluasi pelaksanaan | pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 100%
Pemilu dan Pemilihan
15 | Tersedianya dokumen | Persentase laporan periodik
pemuktahiran data partai | persemester pemuktahiran data partai 100%
politik politik
16 | Meningkatnya tertib | Persentase pegawai yang
administrasi dan pengelolaan | mendapatkan layanan kepegawaian 100%
sumber daya manusia secara tepat waktu dan akurat
17 | Terlaksananya Proses seleksi | Persentase Anggota KPU Provinsi
Anggota KPU Provinsi Papua | Papua Barat yang diseleksi sesuai
Barat Sesuai  Peraturan | dengan periode masa jabatan 100%
Perundang-Undangan yang
Berlaku
18 | Tersedianya data dan | Persentase Pegawai yang Tercatat
informasi kepegawaian secara akurat dalam Data Base 100%
Kepegawaian berbasis  teknologi
informasi
19 | Terlaksananya layanan | Persentase Penegakan Disiplin
peningkatan kinerja, | Pegawai 100%
pembinaan  disiplin  dan ?
kesejahteraan pegawai
Persentasi Dokumen  pengukuran
kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua 100%
Barat
Presentasi pegawai yang mendapatkan
layanan kesejahteraan di lingkungan 100%
KPU Provinsi Papua Barat
20 | Terlaksananya sosialisasi dan | Persentase Satker KPU Provinsi Papua
pendidikan pemilih Barat yang memiliki “Pendidikan Pemilih 100%
Kepemiluan dan Demokrasi” untuk ?
masyarakat umum
21 | Meningkatnya kualitas | Persentase = Permohonan informasi
layanan informasi dan data | yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai 100%
yang cepat serta dengan SOP =
akurat
22 | Sosialisasi Kebijakan KPU | Persentase penyampaian informasi dan
Kepada Stakeholder (Partai | publikasi yang ditampilan di media 100%
Politik, LSM, Ormas, | publikasi ’
Pemerintah Daerah,




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Perguruan Tinggi, dan
Masyarakat)

Program Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen Rp 20.952.018.000




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
JI. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARQALINE E. KAIWAY
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : MICHAEL MOTE
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAKIKEDUA PIHAK PERTAMA
j KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
LOGISTIK

PROVINSI PAPUA BARA

MARQALINE E. KAIWAY




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Terwujudnya Pengelolaan | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
1 Barang Milik Negara sesuai | yang Patuh dan Tertib dalam 100%
dengan Peraturan dan | Pengelolaan Barang Milik Negara yang
Perundangan yang berlaku Material
Persentase Laporan Barang Milik
Negara Berdasarkan SAKTI yang 100%
Datanya Sesuai dengan Data SAKTI
modul aset tetap dan persediaan
Meningkatnya Kualitas Tata | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
5 Kelola Administrasi | yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai 100%
Persuratan dan Pengelolaan | Aturan Kearsipan
Arsip
Terwujudnya Dukungan | Persentase pengadaan sarana dan
3 Sarana dan Prasarana guna | prasarana untuk mendukung kinerja 100%
Meningkatkan Kelancaran | pegawai yang berfungsi dengan baik
Tugas KPU dan sesuai aturan pengadaan
Persentase fasilitas perkantoran untuk
mendukung kinerja pegawai yang 100%
berfungsi dengan baik
Meningkatkan kualitas | Persentase layanan protokol yang
4 | layanan Protokol sesuai prosedur standar pelayanan 100%
yang berlaku
Terwujudnya Keamanan dan | Persentase gangguan keamanan dalam
5 | Ketertiban di lingkungan KPU | lingkungan KPU Provinsi Papua Barat 100%

Provinsi Papua Barat

yang dapat ditanggulangi




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
JI. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : KURNIAWAN EKO SAMBODO
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : MICHAEL MOTE
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

- Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAKIKEDUA PIHAK PERTAMA
AN KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU

PROVINSI PAPUA BARAT

SAMBODO




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 | Terlaksananya layanan | Persentase proses PAW anggota DPR
administrasi PAW tepat waktu | dan DPD dan DPRD Provinsi dapat 100%
dan sesuai aturan diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

2 | Tersedianya dokumen dan | Persentase laporan evaluasi
laporan evaluasi pelaksanaan | pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 100%
Pemilu dan Pemilihan

3 | Tersedianya dokumen | Persentase laporan periodik
pemuktahiran data partai | persemester pemuktahiran data partai 100%

politik

politik




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
J1. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROBISON ONICIUS JEUJANAN
Jabatan . Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : MICHAEL MOTE
Jabatan . Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

ks Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA
PLT. KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

PROVINSI PAPUA BARAT

ROBISON ONICIUS JEUJANAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

akurat sesuai dengan SOP

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 | Terlaksananya pengelolaan Persentase produk hukum yang
dan pelayanan informasi dikelola dan didokumentasikan sesuai 100%
hukum peraturan perundangundangan
Persentase informasi produk hukum
yang disajikan secara cepat, tepat, dan 100%




KOMIS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
JI. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama - HERLINA MARGARETHA ISIR
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : MICHAEL MOTE
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
PROVINSI PAPUA BARAT

i

HERLINA MARGARETHA ISIR




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 | Terlaksananya sistem | Persentase laporan sistem akuntansi
akuntansi dan pelaporan | dan pelaporan keuangan 100%
keuangan

2 | Terselesaikannya Persentase  permasalahan  dalam
permasalahan pengelolaan | pengelolaan keuangan yang dapat 100%
keuangan diselesaikan

3 | Tersusunnya laporan | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
pertanggungjawaban dalam Menyampaikan Laporan
penggunaan anggaran Pertanggung jawaban Penggunaan 100%

Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat
Waktu dan Valid




KOMIS|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
J1. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADOLOF APNER MANDACAN
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

ADOLOF APNER MANDACAN




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Terwujudnya rencana kerja | Persentase revisi yang dilakukan
1 dan anggaran KPU Provinsi | terhadap rencana kerja yang telah 100%
Papua Barat yang efektif dan | ditetapkan
efisien
Terwujudnya Reformasi | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
2 Birokrasi di KPU Provinsi | yang ditunjuk sebagai pilot project yang B
Papua Barat mendapat nilai minimal B untuk
penilaian mandiri RB
Tersedianya data, informasi, | Persentase KPU Provinsi Papua Barat
3 | sarana dan prasarana  yang melaksanakan Pemutakhiran data 100%
teknologi  informasi  serta | pemilih secara berkelanjutan
penerapan egovernment KPU
Persentase Sarana dan Prasarana
Teknologi Informasi untuk Sistem 100%

Informasi yang aman, handal dan lancar




KOMIS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI HARTINI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : MICHAEL MOTE
Jabatan . Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA
MANUSIA, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT
PROV A BARAT
!

TRI HARTINI




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 B
Meningkatnya tertib | Persentase pegawai yang
1 | administrasi dan pengelolaan | mendapatkan layanan kepegawaian 100%
sumber daya manusia secara tepat waktu dan akurat
Terlaksananya Proses seleksi | Persentase Anggota KPU Provinsi
Anggota KPU Provinsi Papua | Papua Barat yang diseleksi sesuai
2 |Barat Sesuai Peraturan | dengan periode masa jabatan 100%
Perundang-Undangan yang
Berlaku
Tersedianya data dan | Persentase Pegawai yang Tercatat
3 informasi kepegawaian secara akurat dalam Data Base 100%
Kepegawaian berbasis teknologi
informasi
Terlaksananya layanan | Persentase Penegakan Disiplin
4 peningkatan o kinerja, | Pegawai 100%
pembinaan  disiplin  dan
kesejahteraan pegawai
Persentasi Dokumen  pengukuran
kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua 100%
Barat
Presentasi pegawai yang mendapatkan
layanan kesejahteraan di lingkungan 100%
KPU Provinsi Papua Barat
Terlaksananya sosialisasi dan | Persentase Satker KPU Provinsi Papua
5 pendidikan pemilih Barat yang memiliki “Pendidikan Pemilih 100%
Kepemiluan dan Demokrasi” untuk
masyarakat umum
Meningkatnya kualitas | Persentase = Permohonan informasi
6 layanan informasi dan data | yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai 100%
yang cepat serta dengan SOP
akurat
Sosialisasi Kebijakan KPU | Persentase penyampaian informasi dan
Kepada Stakeholder (Partai | publikasi yang ditampilan di media
Politik, LSM, Ormas, | publikasi &
7| Pemerintah Daerah, 100%
Perguruan Tinggi, dan

Masyarakat)




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT



